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ABSTRAK

Karakteristik unsur-unsur pencemaran nama baik yang terdapat Pasal 27
ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap orang dan dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur-unsur tersebut
merupakan unsure-unsur yang berkarakter khusus (species), sehingga dalam
tindak pidana mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa
dilepaskan dari karakter umumnya (genus), yaitu, norma hukum pidana yang
termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan termuat dalam Pasal 310 dan Pasal
311 KUHP. Dengan demikian, tindak pidana pencemaran nama baik yang
terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 harus dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Akibat hukum bagi pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan oleh
seseorang dan/atau perusahaan yang merugikan seseorang dan/atau perusahaan
lain melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi hukum yang
dapat diterapkan dapat berupa tanggung gugat secara perdata dengan mengganti
kerugian baik materiil maupun inmateriil. Sanksi hukum lainnya yang dapat
diterapkan berupa tanggung jawab pidana berupa pidana dengan pidana penjara
dan/atau denda.

Kata Kunci : Karakteristik unsur-unsur pencemaran nama baik, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Akibat hukum
bagi pelaku pencemaran nama baik



ABSTRACT

Characteristic elements of defamation contained article 27, paragraph 3 in
conjunction with Article 45, paragraph 1 Invitation Law No. 11 of 2008 on
Information and transaction Electronics is anyone and intentionally and without
right to distribute and or works by and or make inaccessibility of Electronic
Information and or electronic documents that have a charge of insult of
defamation. The elements are the elements that a special character (species) so
that the criminal offense and the insult or defamation can not be separated from
the general character (genus) ,that criminal law norms contained in chapter XVI of
Insult contained in article 310 and article 311 Penal Code. Thus , the crime of
defamation contained in the provisions of article 27 paragraph 3 and Article 45
paragraph 1 to Law No. 11 of 2008 should be attributed to the provisions
contained in Article 310 and article 311 of the Criminal Code.

The legal consequences for the perpetrators of defamation carried out by a
person or company that is detrimental to a person or another company through
electronic media may be subject to legal sanctions. Legal sanctions that can be
applied can be either a civil liability to indemnify the material and in material.
Other legal sanctions that can be applied in the form of criminal liability in the
form of punishment by imprisonment or a fine.

Keywords : Characteristic elements of defamation, Law No. 11 of 2008 on Information
and transaction Electronics, The legal consequences for the perpetrators of defamation
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KESIMPULAN

1. Karakteristik unsure-unsur pencemaran nama baik yang terdapat Pasal 27
ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap orang dan
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau doku-
men elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik. Unsur-unsur tersebut merupakan unsure-unsur yang berkarak-
ter khusus (species), sehingga dalam tindak pidana mengenai penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari karakter
umumnya (genus), yaitu, norma hukum pidana yang termuat dalam Bab
XVI tentang Penghinaan termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
Dengan demikian, tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat
dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 harus dikaitkan dengan ketentuan yang
terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

2. Akibat hukum bagi pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan oleh
seseorang dan/atau perusahaan yang merugikan seseorang dan/atau
perusahaan lain melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi hukum.
Sanksi hukum yang dapat diterapkan dapat berupa tanggung gugat secara
perdata dengan mengganti kerugian baik materiil maupun inmateriil.
Sanksi hukum lainnya yang dapat diterapkan berupa tanggung jawab

pidana berupa pidana dengan pidana penjara dan/atau denda.
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